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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pelanggaran terhadap 

peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di 

Kabupaten Banyumas. Dampak yang ditimbulkan dari obat tradisional 

tersebut yaitu menyebabkan kerugian terhadap konsumen baik uang 

maupun kesehatan. Efek yang timbul setelah konsumen 

mengkonsumsi obat tersebut yaitu kulitnya melepuh dan ada yang 

kakinya bengkak, sehingga sangat membahayakan keselamatan 

konsumen. Permaslahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pelindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisonal 

yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimana upaya hukum 

konsumen terhadap pelanggaran obat tradisional. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perlindungan 

konsumen serta peran pemerintah dibidang obat tradisonal, dan untuk 

mengetahui sejauh mana masyarakat memahami haknya sebagai 

konsumen.  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah 

mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, 

sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam 

lapangan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan 

penarikan kesimpulan secara deduktif. Landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis penelitian ini mengunakan teori perlindungan 

hukum, perlindungan konsumen dan upaya hukum konsumen. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 

bahwa perlindungan yang dilakukan lembaga pemerintah dibidang 

obat tradisinonal, yaitu dengan dua tahap pengawasan pre-market atau 

sebelum produksi dan beredar, kemudian yang kedua pengawasan 

post-market atau setelah obat tradisional beredar di pasaran, 

pelanggaran terhadap obat tradisional dikenai sanksi administratif dan 

pidana. Ada konsumen yang melakukan upaya hukum dan ada yang 

tidak. Alasan konsumen tidak melakukan upaya hukum karena 

konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan tidak tahu bagaimana cara dan langkah-langkahnya 

melalui jalur hukum. 

Kata Kunci: perlindungan konsumen, upaya hukum, obat 

tradisional. 
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MOTTO 

 

 

Perbaiki jika ada sesuatu yang salah,  

Namun latihlah diri anda untuk tidak merasa cemas,  

Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa. 

 

(Ernest Hemingway) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan 

sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara 

turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
1
 

Dalam masyarakat Indonesia, obat tradisional mempunyai 

kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya 

bangsa dibidang kesehatan. 

Obat tradisional merupakan keluhuran budaya khas bangsa 

Indonesia yang secara turun temurun telah diakui dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan sudah sangat 

terkenal khasiatnya. Oleh karena itu, secara turun temurun obat 

tradisional sering digunakan oleh penduduk Indonesia, terutama 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, memelihara 

kecantikan tubuh serta kebugaran. Di samping itu ada beberapa 

obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati 

penyakit.
2
 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan, Pasal 1 

ayat (9) 
2
 Muhammada Yahya Muhayat, “Perlindungan Terhadap Konsumen 

Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, 2012, hlm. 2. 
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Sejalan dengan proses era industrialisasi serta adanya 

kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

berbagai olahan yang merupakan produk obat tradisional akan 

berusaha bersaing dalam pasaran. Persaingan dapat ditempuh 

produsen dengan dua cara yaitu dengan cara persaingan harga 

dan kualitas atau mutu barang. Persaingan ini dapat dilakukan 

dengan cara semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitas 

dari produk yang dihasilkan. Pada umumnya yang ditonjolkan 

adalah informasi yang memberikan alasan secara kesehatan dan 

sosial ekonomi mengapa konsumen harus membeli produk 

tersebut.  

Di lain pihak, konsumen yang pada umumnya 

berpengetahuan rendah sangat tertarik untuk membeli produk 

obat tradisonal dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. 

Oleh karena itu, banyak yang memakai jalan alternatif untuk 

membeli suatu produk walaupun produk obat tradisional yang 

dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dan 

tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang 

selanjutnya disebut BPOM).  

Secara sadar atau tidak sadar akhirnya konsumen membeli 

barang yang ditawarkan. Apabila barang-barang yang dibeli 

konsumen tersebut benar-benar baik mutunya dan memenuhi 

syarat maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun 

seringkali barang-barang yang dibelinya bermutu rendah dan 

tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, bahkan 

dapat juga menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Hal 
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inilah yang sering membuat konsumen kecewa karena antara 

yang diiklankan dengan yang dijual tidak sama dan berakibat 

merugikan konsumen.
3
 Konsumen biasanya tidak meneliti suatu 

produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor 

mengapa produk obat tradisional yang mengandung bahan 

berbahaya masih diminati oleh konsumen.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a), (b), (c) dan (d) 

mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang isinya adalah:
4
 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jalas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, prbaikan, dan 

pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

barang dan/atau jasa yang berlaku; 

Dalam Pasal 7 huruf (a) tampak bahwa itikad baik 

ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan 

dalam melakukan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa 

                                                           
3
 Asni Meriyenti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang 

Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Jamu Tradisional Berbahan 

Kimia Di Wonosobo”, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 5. 
4
 Pasal 7 huruf  (a), (b), (c) dan (d). 
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kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. 

Kewajiban pelaku usaha yaitu memberi informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang adalah merupakan 

hak konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar 

terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak 

salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. 

Kualitas mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh 

pelaku usaha harus berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

yang berlaku sehingga keselamatan konsumen terlindungi.    

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif 

pemakaian barang dan/atau jasa, maka dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tentang perbuatan yang 

dilarang pelaku usaha menentukan larangan sabagai berikut:  

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:  

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.  

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan 

atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.  
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4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa 

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.  

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 8 adalah untuk memberikan perlindungan 

konsumen terhadap kesehatan dan harta konsumen dari 

penggunaan barang yang tidak memenuhi kriteria layak edar.
5
 

Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan 

berbahaya sangat penting untuk diperhatikan peredaranya dalam 

pasar. Upaya-upaya dalam pengawasan peredaran obat tradisional 

mengandung bahan berbahaya yang dilakukan harus lebih 

instensif. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengawasan 

tersebut.   

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan 

konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya 

pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak 

menjual obat tradisonal yang mengandung bahan berbahaya dan 

BPOM akan menarik obat tradisional berbahaya tersebut dari 

peredaran.  

                                                           
5
Ahmdi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),  hlm. 51-66. 
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Seperti yang terjadi di Desa Pekuncen dan Petahunan, 

Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas banyak masyarakat 

yang tertipu dengan produk obat tradisional berupa obat minyak 

herbal dan jamu kapsul. Efek yang terjadi setelah konsumen 

menggunakan dan mengkonsumsi obat tradisional tersebut yaitu 

kulitnya melepuh seperti terkena luka bakar dan ada yang 

kakinya bengkak. Sehingga konsumen merasa dirugikan baik dari 

segi kesehatan, keselamatan dan uang. 

Setelah adanya kejadian tersebut petugas Loka POM 

langsung melakukan pemeriksaan dan pengambilan produk untuk 

dilakukan penelitian di laboratorium, ternyata benar bahwa obat 

tradisonal tersebut mengandung bahan berbahaya. Kemudian 

petugas menyita semua produk obat tradisional tersebut yang 

mengandung bahan berbahaya. Karena apabila masih beredar 

akan sangat membahyakan keselamatan konsumen.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan 

dengan upaya perlidungan hukum konsumen dan penegakan 

hukuman yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap keselamatan konsumen baik dari segi 

materi maupun kesehatan dengan mengambil judul 

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat 

Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten 

Banyumas. 
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B. Rumusan Maslah 

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat 

tradisional mengandung bahan berbahaya di Kabupaten 

Banyumas? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen 

terhadap pelanggaran obat tradisional yang dikonsumsi?    

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan 

konsumen dan sejauh mana peran dari lembaga 

pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap 

konsumen dari peredaran obat tradisional yang 

mengandung bahan bebahaya di Kabupaten Banyumas. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami 

hak-hak mereka sebagai konsumen apabila terjadi 

pelanggaran yang melanggar hak-hak konsumen.   

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu hukum, serta dapat dijadikan pedoman bagi 

mahasiswa ilmu hukum yang mengambil konsentrasi 

dalam bidang hukum perdata, terlebih jika ingin meneliti 

tentang perlindungan hukum konsumen terhadap 

peredaran obat tradisional yang mengandung bahan 

berbahaya. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pemahaman terhadap 

masyarakat luas, serta menjadi masukan dan 

pertimbangan untuk lembaga pemerintah dalam 

meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat/ 

konsumen. 

 

D. Telaah Pustaka 

Tujuan dari telaah pustaka yang penyusun lakukan yaitu 

untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap hasil 

penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen 

terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan 

berbahaya sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji 

mengenai masalah tersebut. Akan tetapi kebanyakan pembahasan 

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ada perbedaan dengan apa 

yang penyusun bahas sekarang. Letak perbedaanya yaitu dari segi 

pembahasan, tahun penelitian, dan tempat penelitian tersebut. 

Pertama, skripsi Muhammad Yahya Muhayat dengan judul 

“Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat 

Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”. Skripsi ini membahahas 

bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan 

implementasi sanksi hukum bagi pedagang dan produsen obat 

tradisional berbahan kimia/zat berbahaya di kota Makassar. 

Peneletian skripsi ini memiliki kesamaan dengan apa yang 
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penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana 

perlindungan hukum konsumen dan sanksi bagi pedagang atau 

pelaku usaha yang memproduksi dan menjual obat tradisional 

mengandung bahan berbahaya. Yang membedakan pembahasan 

yang penyusun bahas dengan skripsi Muhammad Yahya Muhayat 

yaitu pada upaya hukum dari konsumen. Skripsi Muhammad 

Yahya Muhayat tidak membahas tentang upaya-upaya hukum 

yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan setelah membeli 

dan mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan 

berbahya. Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yahya 

Muhayat di Kota Makasar sedangkan penyusun melakukan 

penelitian di Kabupaten Banyumas.
6
 

Kedua, skripsi Ira Nurmiati yang berjudul ”Perlindungan 

Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia 

Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini membahas 

mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia 

obat, kemudian ketentuan hukum yang mengatur mengenai obat 

tradisional dan  bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha 

dalam memperdagangkan  obat tradisional berbahan kimia obat. 

Dari pembahasan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

                                                           
6
 Muhammada Yahya Muhayat, “Perlindungan Terhadap Konsumen 

Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar, 2012. 
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apa yang penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang 

perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat 

tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan berbahan 

kimia obat. Yang membedakan pembahasan yang penyusun 

bahas dengan skripsi Ira Nurmiati yaitu pada upaya hukum 

konsumen. Skripsi Ira Nurmiati tidak membahas tentang upaya-

upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan 

setelah membeli dan mengkonsumsi obat tradisional yang 

mengandung bahan berbahya dan berbahan kimia obat. 

Perbedaan berikutnya adalah tempat penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Nurmiati yaitu penelitian 

pustaka, sedangkan penyusun melakukan penelitian lapangan di 

Kabupaten Banyumas.
7
 

Ketiga, Tesis Asni Meriyenti yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat 

Mengkonsumsi Jamu Tradisional Berbahan Kimia Di 

Wonosobo”. Tesis ini membahas mengenai bagaimana 

perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat 

mengkonsumsi jamu tradisional berbahan kimia di Wonosobo. 

Dari pembahasan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

apa yang penyusun bahas yaitu sama-sama membahas tentang 

perlindungan hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat 

mengkonsumsi jamu/obat tradisional yang mengandung 

                                                           
7
 Ira Nurmiati, ”Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat 

Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ”, Skripsi Universitas Jember 

Fakultas Hukum, 2010. 
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berbahaya, upaya hukum dari konsumen dan juga sanksi terhadap 

pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan jamu 

tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Yang 

membedakan pembahasan yang penyusun bahas dengan tesis 

Asni Meriyenti yaitu tempat penelitian tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Asni Meriyenti di Wonosobo sedangkan penyusun 

melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas.
8
 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak 

dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan 

hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan 

mendapatkan haknya secara wajar. Perlindungan hukum 

muncul terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat 

yang diperintah, sehingga muncul konsep perlindungan 

hukum bagi rakyat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, untuk itu hukum memang harus 

dilaksanakan dan dijalankan. 

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu 

dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa 

kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu 

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang 

diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

                                                           
8
 Asni Meriyenti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang 

Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Jamu Tradisional Berbahan 

Kimia Di Wonosobo”, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012. 



12 

 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan 

dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga 

negaranya agar hak haknya sebagai seorang warga negara 

tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat 

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam 

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum 

dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.
9
 

Pelanggaran hukum akan terjadi jika salah satu pihak 

tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak lain yang 

merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan atau 

dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu 

                                                           
9
 Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, (Jakarta: 

Kompas, 2003),  hlm. 121. 
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perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

represif. 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa dan sebaliknya perlindungan 

hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Perlindungan hukum yang represif dengan maksud untuk 

memberikan suatu argumentasi berkaitan dengan upaya 

hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa 

diantara para pihak.
10

 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Pada hakikatnya perlindungan konsumen merupakan 

tanggung jawab sosial pelaku usaha. Karena perlindungan 

terhadap konsumen merupakan kepentingan dari pelaku usaha 

itu sendiri untuk merebut kepercayaan dari konsumen. 

Dengan pelaku usaha memproduksi barang dan/atau atau jasa 

dengan baik dan benar sesuai standar mutu yang ada, maka 

dengan sendirinya konsumen akan memebeli produk tersebut 

dan pelaku usaha diuntungkan karena usaha produksinya di 

percaya oleh konsumen.
11

 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai 

untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi 

                                                           
10

 Eman Ramelan dkk.,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli 

Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015),  hlm. 43-44. 
11

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-1 (Jakarta: 

Kencana, 2013),  hlm. 2-4. 
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kebutuhanya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu 

sendiri. Menurut Suryadharma Ali, sebagai mana kata 

sambutan dalam bukunya Zulham yang berjudul Hukum 

Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap hak-hak 

konsumen dimulai dari perlindungan terhadap barang 

dan/atau jasa yang berkualitas rendah, membahayakan 

konsumen, hingga apada izin administrasi, dan sertifikasi 

produk. Namun masih banyak masyarakat indonesia yang 

tidak mengenal hak-haknya sebagai konsumen, sehingga 

sering tertipu dengan promosi, iklan, dan rekalme produk. 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.
12

 Kepastian hukum itu 

meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen 

memperoleh atau menentukan pilihanya atas barang dan/atau 

jasa kebutuhanya serta mempertahankan atau membela hak-

haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia 

kebutuhan konsumen tersebut.
13

 

3. Teori Upaya Hukum 

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat 

melakukan upaya-upaya untuk membela hak-haknya sebagai 

konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk mendapat 

advokasi, perlindungan dan upaya peneyelesaian sengketa 

                                                           
12

 Pasal 1 ayat (1). 
13

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, cet. ke-1, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4. 
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perlindungan konsumen secara patut. Konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum.
14

 

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas meneyelesaikan 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Peneyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan sukarela para 

pihak yang bersengketa.
15

 

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan 

oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai 

kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, dan pemerintah 

dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian 

materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
16

    

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah penelitian penelitian hukum sosiologis atau hukum 

empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya 

                                                           
14

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 4 huruf (e). 
15

 Ibid., Pasal 45 ayat (1 dan 2).  
16

 Ibid., Pasal 46 ayat (1). 
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dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat, dalam hal ini adalah Loka POM Banyumas dan 

konsumen obat tradisional yang dirugikan.
17

 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-

empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau 

peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah 

mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Metode 

pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang 

menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-

data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, buku-buku, jurnal, atau karya tulis lain yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap 

peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di 

Kabupaten Banyumas dengan data-data primer yaitu hasil 

observasi dan wawancara kepada pihak terkait yang dalam hal 

ini adalah Loka POM Banyumas dan konsumen obat 

tradisional yang dirugikan dengan tujuan untuk menemukan 

fakta-fakta yang akurat dan dapat dijamin kredibilitasnya 

terkait dengan perlindungan hukum konsumen terhadap 

peredaran obat tradisional mengandung bahan berbahaya di 

Kabupaten Banyumas. 

                                                           
17

 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& EmIpris, (Yogakarta:Pustaka pelajar, 2010), hlm. 154 
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Sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat 

didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dengan 

Loka POM Banyumas dan konsumen obat tradisional 

yang dirugikan mengenai perlindungan hukum konsumen 

terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan 

berbahaya di Kabupaten Banyumas. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku, jurnal serta karya tulis lain yang berhubungan 

langsung dengan penelitian yang diteliti. Sumber data 

sekunder sendiri dibagi menjadi tiga elemen, yaitu bahan 

hukum primer, hukum sekunder, dan tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 

Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.  
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan lebih lanjut jika terjadi 

kekurangan dalam bahan hukum primer. Contohnya 

seperti buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang 

berkaitan dengan penelitian yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-

kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa 

artikel dari media internet yang berkaitan dengan 

penelitian yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data 

dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat 

tertentu dalam waktu teretentu. 

b. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan dengan responden atau 
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narasumber atau informan untuk mendapatkan 

informasi.
18

 

4. Informan 

Dalam penelitian hukum, di dalam mendapatkan data 

dapat mengadakan kontak atau hubungna dengan pihak-pihak 

yang dapat memberikan informasi mengenai data yang 

dibutuhkan, pihak-pihak tersebut adalah informan dalam 

penelitian ini ada tiga informan, yaitu: 

a. Loka POM Banyumas yang memberikan informasi dan 

data untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait 

perlindungan konsumen yang dilakuka terhadap peredaran 

obat tradisional mengandung bahan berbahaya di 

Kabupaten Banyumas. 

b. Konsumen Obat Tradisional yang memberikan informasi 

dan data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, 

mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan 

terhadap pelanggaran obat tradisional. 

c. Masyarakat sekitar yang memberikan informasi alamat 

konsumen.
19

 

5. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan 

penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data 

kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 161-168. 
19

 Ibid., hlm. 174-175. 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Semua data yang didapatkan akan diolah dengan 

menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu 

proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan 

berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus.
20

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam 

sistematika penulisan skripsi ini. Maka, peneliti membagi 

penyusunan skirpsi ini menjadi lima bab. Adapun secara 

keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:    

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar seacara 

keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan 

skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumuasan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan pustaka berupa 

peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan 

dengan peerlindungan hukum terhadap konsumen terhadap 

peredaran obat tradisional di Banyumas. Bab ini menguraikan 

tentang  perlindungan konsumen, hubungan hukum pelaku usaha 

                                                           
20

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 24-30. 
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dan konsumen, tanggungjawab  pelaku usaha terhadap konsumen 

pada produk obat tradisional dan  tinjauan tentang obat 

tradisional.  

Bab ketiga, berisi uraian hasil penelitian mengenai 

perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat 

tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya olehlembaga 

pemerintah di Kabupeten Banyumas.  

Bab keempat, berisi mengenai analisis terhadap 

perlindungan konsumen dan faktor-faktor yang menjadi 

hambatan konsumen dalam mengupayakan hukumnya serta 

sanksi pelaku usaha sesui dengan peraturan yang ada baik 

undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan lainya 

yang berakiatan dengan masalah ini.   

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi 

daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan dari semua 

sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah 

penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah : 

1. Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional 

di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan dua tahap 

pengawasan, yaitu pre-market dan post market. Yang pertama 

pengawasn pre-market atau sebelum obat tradisional 

diproduski dan mendapat izin edar, kemudian yang kedua 

pengawasan post-market atau pengawasan setelah obat 

tradisional diedarkan di pasaran. Apabila terjadi pelanggaran 

maka sanksi yang diberikan ada dua tahap, yaitu tahap 

pertama dan tahap akhir. Tahap pertama pelanggaran terhadap 

produk yang tidak sesuai baku mutu akan dikenai sanksi 

administratif, kemudian tahap akhir sanksi pemidanaan 

sampai ke jalur pengadilan. 

2. Pelanggran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh 

pelaku usaha terhadap obat tradisional ada konsumen yang 

melakukan upaya hukum dan ada yang tidak melakukan 

upaya hukum. Alasan mengapa konsumen tidak melakukan 

upaya hukum, yang pertama pelaku usaha tersebut tidak 

diketahui keberadaanya, yang kedua konsumen tidak tahu ada 

Undang-Undang Perlindugan Konsumen dan tidak tahu 

langkah-langkahnya apabila mau mengajukan upaya melalui 
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jalur hukum, yang ketiga konsumen tidak mau urusannya 

menjadi panjang dan berbelit-belit, lebih memilih untuk 

mengikhlaskan masalah tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis 

mencoba memberi saran sebagai berikut : 

1. Pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah, khususnya Loka 

Pengawas Obat dan Makanan (POM) harus dilakuakan lebih 

intens lagi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai obat 

tradisional atau obat herbal harus lebih menjangkau ke 

masyarakat luas, dan ke pelosok-pelosok khususnya diseluruh 

daerah di Kabupaten Banyumas. 

2. Kewasapadaan, kecermatan dan kejelian harus selalu 

dilakukan oeh konsumen dalam membeli dan memilih obat 

tradisional untuk dijadikan obat. Jadilah konsumen yang 

cerdas dalam memilih obat tradisional, teliti sebelum membeli 

dengan melakukan pengecekan terhadap kemasan, label, izin 

edar dan cek kedaluwarsanya, supaya apa yang dibeli dan 

diharapkan sesuai dengan keinginan dan tidak menjadi korban 

dari obat-obat tradisional yang berbahaya.      
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